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INTISARI

Untuk mewujudkan suatu ketata  pemerintahan yang baik yang sangat
dibutuhkan adalah keterlibatan Lembaga-lembaga Pemerintah, Semi Pemerintah, Non
Pemerintah dan Swasta. Aspek-aspek yang harus di sentuhpun kompleks mencakup
politik, budava dan ekonomi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh
Tenggara sebagai suatu Badan Legslatif di daerah mempunyai peranan yang sangat
penting dan strategis dalam rangka pencapaian tujuan untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik di Kabupaten Aceh Tenggara. Fungsi pokok Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah bersama-sama dengan
Bupati membentuk suatu Peraturan Daerah yang tentu saja mendapat persetujuan
bersama (fungsi legislasi), menetapkan anggaran daerah (fungsi anggaran) dan
melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan dan Pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, maka sangat
dituntut kinerja yang optimal dari Anggota Dewan yang bersangkutan.

Penelitian im bertujuan untuk mengetahwi bagaimanakah pelaksanaan peranan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Sampel yang
digunakan terdiri dart dua sampel, yaitu : menggunakan sampel peluang terhadap
populasi DPRD di lapangan sebanyak 25 orang dan sampel yang akan diambil dan
populasi Para Tokoh Agama, masvarakat serta organisasi Kepemudaan di lapangan
digunakan cara sampel purposif sebanyak 79 orang. Jadi jumlah keseluruhan
responden sebanyak 104 orang. Analisis data di lakukan dengan menggnnakan
metode analisa kualitatif deskriftif dengan menggunakan tabel tunggal atau tabel
frekwensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalarn mewujudkan tata pemerintahan yang baik
masih jauh dari harapan. Artinya kurang efektifnya pelaksanaan ketiga fungsi pokok
tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja Para Anggota DPRD di lapangan tentu
saja yang harus di benahi terlebih dahulu adalah Para Anggota DPRD itu sendin
disamping juga adanya dukungan dan Pemenntah Kabupaten Aceh Tenggara yang
menuju kearah terciptanya Demokratisasi dan Otonomi Daerah. Kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara di pengarubi oleh variabel
pelaksanaan peranan DPRD, besarmya pengaruh variabel tersebut sebesar 52 persen
yang menyikapi dari responden Anggota DPRD dan 53,17 persen pendapat dari
Tokoh Agama, masyarakat serta Organisasi Kepemudaan terhadap pelaksanaan
fungsi legislasi di Kabupaten Aceh Tenggara; sebesar 56,96 persen (tidak efektif)
pendapat dari Tokoh Agama, Masyarakat serta Organisasi Kepemudaan dan 0 persen
pendapat Anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Aceh
Tenggara dan sebesar 56,96 persen (kurang efektif) pendapat dari Tokoh Agama,
Masyarakat serta Organisasi Kepemudaan dan O persen pendapat Anggota DPRD
terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di Kabupaten Aceh Tenggara.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. T.atar Belakang Penelitian

Regime Orde Baru pada awal berdirinya mendeklarasikan diri sebagai kritik
atas regime Orde Lama. Kritik yang paling utama adalah bahwa Orde Lama telah
gagal dalam membangun dukungan politik masyarakat, yang ditandai dengan
terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah. Latar belakang dari pemberontakan-
pemberontakan tersebut beraneka ragam, mulai dari ketimpangan ekonomi antara
Jawa dan luar Jawa, kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang sentralistis,
konflik internal militer, hingga persoalan ideologi negara.

Terhadap berbagai sumber masalah tersebut, Orde Baru mampu
mengelolanya dengan cukup baik, yakm melalui penetapan Pancasila sebagai
ideologi negara dan diakhirinya disharmoni hubungan sipil-militer. Namun persoalan
ketidakpuasan daerah tidak terselesaikan, di mana sistem pemerintahan dan keuangan
daerah semakin tersentralisasi dan struktur pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan
desa terseragamkan sehingga mengikis peran para pelaku politik lokal. Karena itu
Orba dapat dikatakan tidak konsisten dengan visinya sendiri, dari yang seharusnya
demokratik menjadi otoritarian. Pada akhirnya dia tumbang karena sendi-sendi
pemerintahan penopang kekuasaan mengalami kebusukan. Apa yang disebut sebagai
kejayaan atau “kebangkitan nasional ke-2” (yang pertama adalah 1908) ternyata
semu, dan bangsa Indonesia jatuh ke dalam krisis multidimensi. Kemunculan Orde

Reformasi (?) menandai babak baru bangsa Indonesia memasuki abad ke-21.
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Apakah format pemerintahan yang baru tersebut akan menjadikan kita
bangsa modern yang demokratis, adil, terbuka, dinamis dan kosmopolit? Kita mesti
sungguh-sungguh membangun Indonesia baru, agar tidak jatuh dalam lubang yang
sama. Kita harus mengelola masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki
secara baik (good governance), dimana selain bercirikan demokrasi juga
desentralistik. Belajar dari sejarah kita, eksperimentasi untuk mewujudkan Indonesia
baru tampaknya tidak dapat lagi diharapkan dalam format pemerintahan yang
sentralistik.

Pemerintahan Habibie mengesahkan UU No0.22/1999 dan 25/1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang
dapat dikatakan sebagai revisi atas peraturan perundangan sebelumnya yaitu UU
No.5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU yang mulai diterapkan
pada Januari 2001 tersebut membuka sumbatan pada saluran demokrasi di tingkat
lokal. UU ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola sumber daya
yang dimilikinya dan menggunakannya sebagai modal untuk mengatasi
permasalahan, = memenuhi  kebutuhan, dan  menyalurkan  kepentingan
publik/masyarakat lokal.

Banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap keberhasilan otonomi
daerah terutama dalam mendorong terwujudnya Good Governance. Jika otonomi
daerah dilaksanakan dengan baik, peluang untuk mereformasi praktik
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan terbuka lebar. Dengan dimilikinya
kewenangan yang besar oleh kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan

pemerintahan serta penguatan fungsi dan peran legislatif di daerah diharapkan
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